BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Pajak Daerah
2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara
(pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan
terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi
kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan
untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran
wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari
bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak
dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara
selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-
Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hokum bagi pembayar
pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan
besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (2009; 21), pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
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langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Seperti yang dikemukakan beberapa para ahli mengenai pengertian
pajak oleh Resmi (2005;1): Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan pajak adalah iuran wajib,
berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-
norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

PJA. Adriani menjelaskan pengertian pajak adalah iuran kepada
Negara yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan
tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang No. 28
Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.
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Dari definisi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa
pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah setempat.

2.1.1.2 Jenis Pajak Daerah
Menurut Siahaan (2010;64) pajak kabupaten atau kota yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
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Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah
satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di
darah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.
Adapun penjelasan dari jenis pajak kabupaten atau kota sebagai
berikut:
1. Pajak Hotel
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka
20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia
jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,
wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
2. Pajak Restoran
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas
penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
3. Pajak Hiburan
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan
yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
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4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan
yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik
perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan
umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang
dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan merupakan pengganti dari Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C yang semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.Saat ini, sampai dengan

diberlakukannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
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2009, Kkhususnya tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
pemerintah kabupaten/kota masih dimungkinkan untuk memungut Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian
Golongan C sesuai dengan peraanturan perundang-undangan yang
berlaku. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan, yaitu:
a. Golongan bahan galian strategis
b. Golongan bagan galian vital
c. Golongan bahan gailan yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.
Penunjukan suatu bahan galian ke dalam suatu golongan diatur dengan
peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan ini pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Penggolongan Bahan-bahan Galian, yang mulai berlaku pada tanggal
diungkapkan, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1980.
7. Pajak Parkir
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir



adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.
8. Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan
air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam
lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah
semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air
Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 dan merupakan jenis pajak provinsi, PPPABTAP dipecah menjadi
dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah; dimana
Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak
Air Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.
. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan
burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan
collocalia linchi. Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak
kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak
Sarang Burung Walet, dengan berbagai nama, pada dasarnya telah banyak

diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Pungutan
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10.

atas budi daya sarang burung walet dilakukan oleh berbagai
kabupaten/kota dengan nama yang berbeda, ada yang secara tegas
dinyatakan sebagai pajak daerah, tetapi ada pula yang dinyatakan sebagai
retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997, dimana ditentukan bahwa pemerintah
kabupaten/kota dimungkinkan untuk memungut Nomor 34 Tahun 2000,
sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah
pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi
yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah
kabupaten/kota. Sedangkan yan dimaksud dengan bangunan adalah
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan atau perairan pedalaman dan atau laut. PBB Perdesaan dan Perkotaan
merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20009.

PBB Perdesaan dan Perkotaan dewasa ini pada dasarnya merupakan

suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui
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11.

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, di mana hasilnya
sebagian besar diserahkan kapada daerah. Walaupun telah ditetapkan
menjadi salah satu jenis pajak kabupatan/kota, tetapi tentang PBB
Perdesaan dan Perkotaan pemungutan PBB tetap menjadi kewenangan
pemerintah pusat sampai dengan tahun 2013. Ketentuan Pasal 180 ayat 5
tersebut membuat pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada setiap
kabupaten/kota di Indonesia mungkin saja tidak serempak, tergantung
kesiapan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan peraturan daerah
yang berkaitan. Hanya saja diharapkan paling lambat 1 Januari 2014, PBB
Perdesaan dan Perkotaan telah menjadi pajak daerah pada suatu
kabupaten/kota.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak
atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum uang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan
atau bangunan oleh orang pribadai atau badan. Adapun yang dimaksud
dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. BPHTB
merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20009.
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Sebagaimana halnya PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB dewasa
ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh
pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan, di mana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah.
Walaupun telah ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten/kota,
tetapi sepanjang pada suatu kabupaten/kota belum ada peraturan daerah
tentang BPHTB, pemungutan BPHTB tetap menjadi kewenangan

pemerintah pusat sampai dengan tahun 2010.

2.1.2 Retribusi Daerah
2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah
satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ahmad Yani (2002:55), dalahm hal ini berkenaan dengan

retribusi daerah adalah:

“Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali
potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis
retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi Kkriteria
yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat” .

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6),

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan”.
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2.1.2.2 Ciri-ciri retribusi daerah

Retribusi daerah memiliki ciri-ciri yang dominan, diantaranya (dalam

hal ini menurut UU No.34 dan Perda N0.66):

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah

2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis

3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang mengunakan
mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
Departemen Keuangan-RI  (2004:60), Kontribusi retribusi  terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota
yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara
teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai
peranan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2.1.2.3 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34
Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi
daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

A. Retribusi Jasa Umum

adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang
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No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 hurup a, retribusi jasa umum ditentukan

berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa
usaha atau perizinan tertentu.

2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka
pelaksanaan asas desentralisasi.

3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan
yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani
kepentingan dan kemanfaatan umum.

4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

5. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya.

6. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan
satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

7. Pemungutan retribusi memungkinkanpenyediaan jasa tersebut dengan
tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

a. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte
Catatan Sipil.

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
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6. Retribusi Pelayanan Pasar

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

B. Retribusi Jasa Usaha

adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 hurup a,

retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi
perizinan tertentu.

2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang
seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau
terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.

a. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

3. Retribusi Tempat Pelelangan

4. Retribusi Terminal

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
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7. Retribusi Penyedotan kakus

8. Retribusi Rumah Potong Hewan

9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air

12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

C. Retribusi Perizinan Tertentu
adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang. penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 hurup a,
retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:
1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan
kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan
umum.
3. Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut

dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin
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tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.
a. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan

4. Retribusi 1zin Trayek

2.1.2.4 Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh
proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak
ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah
tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam
proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama
badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk
ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara
lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan
dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang
terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain
yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan Kkartu

langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada
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waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara

pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

2.1.2.5 Perhitungan Retribusi Daerah
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan
tariff retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya
retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif
retribusi daerah.
1. Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas
penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah
untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali
masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan
sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat
dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin
perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas
tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana

penggunaan bangunan.
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2. Tarif Retribusi Daerah
Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang
ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang.
Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan
mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu,
misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan
dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan
memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini
dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian
daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif
retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah
Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan
memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar
golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran
dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, dan aspek keadilan.

2. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk
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3.

memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat
dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh
swasta.

Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin
yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari
pemberian izin tersebut.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003:49-52) prinsip dasar untuk

mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan

pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan

tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya

(full cost) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

1.

2.

Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu public good yang
disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan
untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.

Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi
merupakan good public. Misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna
mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan
angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.

Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi jika hal

ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi
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masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasidari kolam renang.
4. Privat good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-

group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

Cara Perhitungan Retribusi
Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan
yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif

dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:

RETRIBUSI TERUTANG = TARIF RETRIBUSI x PENGGUNAAN JASA

Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Untuk menilai tingkat keefektivitasan dari pemungutan retribusi daerah ada

beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kecukupan dan Elastisitas, Elastisitas retribusi harus responsif kepada
pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada
ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

2. Keadilan, Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas
keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

3. Kemampuan Administrasi, Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan
dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas
tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk
hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka

pelayanan dihentikan.



2.1.3 Pendapatan Asli Daaerah
2.1.3.1 Pengertian Pendapat Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah dari
sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah (Mardiasmo, 2002: 132). Abdul Halim (2002 : 64) mengatakan:
“pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang
berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”

Dari pengertian diatas yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan
bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan
daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan.

Karena apabila pemerintah hanya mengandalkan penerimaan daerah
dari dana perimbangan saja, tentu tidak akan mencukupi untuk membiayai
pengeluaran daerah sebab dana perimbangan merupakan dana yang bersumber
dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah dimana pemerintah
pusat mempunyai keterbatasan dalam mensubsidi pembiayaan pembangunan
daerah.

Jadi, untuk dapat membiayai pembangunan daerah, pemerintah daerah
harus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dimana kenaikan jumlah
komponen pendapatan asli daerah akan mempengaruhi jumlah pendapatan asli

daerah. Dengan demikian, diharapkan dengan meningkatkan komponen
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pendapatan asli daerah maka pembangunan daerah khususnya yang berasal

dari pendapatan asli daerah dapat lebih ditingkatkan.

2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut pasal 6 Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 pendapatan asli daerah berasal dari:
1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang- Undang NO. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan ini
meliputi:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Kendaraan di Atas Air
e. Pajak Air di Bawah Tanah

f.  Pajak Air Permukaan.
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Jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya,

antara lain (sumber Dispenda Kota Tasikmalaya):

a.

b.

Pajak Hotel ( Perda No.06 Tahun 2003)

Pajak Restoran ( Perda No.07 Tahun 2003 )

Pajak Hiburan ( Perda No.17 Tahun 2003 )

Pajak Reklame ( Perda No.05 Tahun 2003 )

Pajak Penerangan Jalan ( Perda No.18 Tahun 2003 )

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ( Perda No.06 Tahun 2011)
Pajak Parkir ( Perda No.19 Tahun 2003 )

Pajak Air Tanah ( Perda No.05 Tahun 2010 )

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( Perda No.02
Tahun 2011)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( Perda No.02 Tahun

2011)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik

daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pajak

daerah adalah:

“luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah ™.
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sebagai berikut (sumber Dispenda Kota Tasikmalaya):

[EEN

©

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jenis retribusi untuk Kota Tasikmalaya meliputi objek pendapatan

Pelayanan kesehatan

. Pelayanan kebersihan dan persampahan

. Penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
. Pelayanan pemakaman

. Retribusi parkir di tepi jalan umum

. Retribusi pasar

. Retribusi pengujian kendaraan motor

. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Retribusi terminal

Retribusi penyedotan kakus

Retribusi rumah potong hewan
Retribusi tempat olahraga dan rekreasi
Retribusi izin mendirikan bangunan
Retribusi surat izin trayek

Retribusi izin bongkar muat

Retribusi izin usaha angkutan
Retribusi leges dan porporasi
Retribusi izin dispersasi penggunaan jalan
Retribusi surat izin usaha perdagangan
Retribusi izin usaha industri

Retribusi pertambangan daerah
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22. Retribusi tanda daftar perusahaan.

Beberapa UU No 28 Tahun 2009 bahwa retribusi daerah dapat dibagi

dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha,

retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut :

a.

Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah daerah dalam rangka izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksdud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang
prasarana, saran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

dan menjaga kelestarian lingkungan.

. Bagian Laba Usaha Daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek

pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal

pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
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Halim (2002) menyebutkan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek

pendapatan berikut:

o}

. Bagian laba perusahaan milik daerah

(o

. Bagian lembaga keuangan bank

o

. Bagian laba lembaga keuangan nonbank

o

. Bagian laba atas penyertaan modal/ investasi.

N

. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan
Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah
yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2002) menyebutkan
jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
b. Penerimaan jasa giro
c. Penerimaan bunga deposito
d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah.

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu
daerah, yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal terdiri dari
investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, se dangkan faktor Internal
terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan

pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan.

39



2.2  Kerangka Pemikiran

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan
dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah
daerah yang yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011). Pendapatan
asli daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah dari sektor pajak
daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa
komponen Pendapatan asli daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
PAD yang sah.

Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan
retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk
peningkatan PAD. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Marteen, et all (2001) dan Robert (2002), yang menjelaskan
bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang paling besar
kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada
pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Menurut Yani, pajak daerah merupakan iuran wajib yang
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dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (2009).
Menurut Siahaan (2010;64) pajak daerah (kabupaten atau kota) yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Selain pajak daerah, terdapat pula retribusi daerah yaitu pungutan
daerah (otonom) sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah

dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34
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Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi
daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perijinan Tertentu
Pajak dan Retribusi merupakan sumber yang harus dimanfaatkan
keberadaannya oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah
dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya
haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang.
Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-
Undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga
kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah berat.
Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan
selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat
memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau
kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah
mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan
timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil didaerah tersebut.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut pasal 6 Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 pendapatan asli daerah berasal dari:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah

3. Bagian Laba Usaha Daerah
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4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jadi, pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) haruslah dengan bijak menyaring apa saja yang dapat
dimasukan kedalam penerimaan PAD, yang mana selanjutnya akan ditentukan
dalam Peraturan Daerah dan dibutuhkan sosialisasi dari pemda untuk
memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD
dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan Kkesejahteraan kepada
masyarakat. Tentu transparansi anggaran harus dilaksanakan guna
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang
bersangkutan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana pada
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zamawi Imron (2012), dengan
judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah” yang mana  masing-masing variable X-nya
berpengaruh signifikan terhadap variable - nya. Melihat dari penelitian yang
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kedua variable X-nya secara
parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap variable Y -nya.

Bertitik tolak dari judul penelitian yaitu “Pengaruh Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah”, maka berikut
digambarkan paradigma penelitian berikut indikator-indikator setiap variabel

penelitian, baik indikator variabel independen yaitu pajak daerah (Xl) dan

retribusi daerah (XZ) maupun variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah

(Y).
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Indikator: total penerimaan

Pajak Daerah (X1)
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pajak daerah

pendapat asli daerah,

Retribusi Daerah (Xz)

Indikator: total penerimaan

retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah ()

Indikator: total penerimaan

retribusi daerah

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam

penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1.

Pajak Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap

Pendapatan ~ Asli  Daerah di  Pemerintah  Kota  Tasikmala.




45



